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A. Latar Belakang Masalah 
Hubungan manusia di dalam kehidupan sosial sangat bermacam-macam, 
saling bertalian dan rumit. Hal ini secara khusus dibenarkan dengan adanya 
berbagai macam transaksi. Transaksi-transaksi tersebut tentunya melibatkan 
seluruh kalangan individu dan harta kekayaan (amwal) yang mereka miliki 
baik secara jelas ataupun samar. Harta benda dan kekayaan mereka menjadi 
perhatian bagi transaksi-transaksi hukum yang kemudian memunculkan 
berbagai hak dan kewajiban akibat dari transaksi itu. Harta itu sederhananya 
adalah obyek dari berbagai jenis transaksi yang terjadi di kalangan 
masyarakat seperti jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama, warisan, hadiah, 
wakaf, dan berbagai transaksi tak terkecuali pernikahan. Sehingga harta 




Pernikahan –persis seperti semua transaksi/akad- menimbulkan hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban yang otomatis dibebankan kepada masing-masing 
pihak baik suami ataupun istri. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban keduanya 
harus sama dan berimbang antara yang satu dengan yang lain. Dasar 
penetapan dari hak dan kewajiban ini adalah adat kebiasaan yang disandarkan 
kepada fitrah kemampuan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Hukum 
Keluarga Suriah mengkategorikan hak-hak istri terhadap suami menjadi dua 
yaitu hak-hak kebendaan (maliyyah) dan hak-hak yang bukan kebendaan 
(ghairu maliyyah) atau hak atas prilaku terdidik (al-adabiyyah). Hak 
kebendaan terdiri dari mahar, nafkah, dan tempat tinggal, sedangkan yang 
bukan kebendaan yaitu adil, baik dalam bersikap, kompeten dalam 
keseharian, ketaatan yang mengena, dan terjamin kesehatannya.
2
   
                                                          
1
 Muhammad Wohidul Islam, “Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought”, 
Arab Law Quarterly, vol. 14, no. 4 (Nederland: Brill, 1999), hal. 361. 
2
 Wahbah al-Zuhaili>, Mausu>’ah al-Fiqh al-Isla>m wa al-Qadla>ya> al-Mu’a>s}irah, vol. 8 
(Dimsyiq: Da>ru al-Fikr, 2010), hal. 246.  
2 
 
Di Indonesia hak dan kewajiban suami istri lebih mengarah pada 
pemenuhan properti -sebagaimana yang tertuang dalam KHI (Kompilasi 
Hukum Islam)- yang secara umum terbagi menjadi dua yaitu kebendaan dan 
bukan kebendaan. Kebendaan meliputi mahar, nafkah, kiswah, tempat 
kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 
anak istri dan biaya pendidikan anak. Lebih khusus mahar diatur pada Bab V 
pasal 30-38 sedangkan selain itu diataur pada Bagian Ketiga pasal 80 ayat 4. 
Sedangkan yang bukan kebendaan meliputi prilaku komunikasi yang baik 
antara suami istri yang secara terperinci diatur pada pasal 77-80. Berdasarkan 
ketentuan itu wanita memiliki beberapa hak kebendaan yang jika 
dimaksimalkan tentu akan memberikan dampak pada pertumbuhan 
perekonomian Indonesia.  
Kenyataannya tidak diragukan lagi bahwa wanita adalah pemilik harta 
kekayaan. Wanita punya potensi memiliki sumber-sumber kekayaan finansial 
yang banyak. Namun fakta yang terjadi di kalangan masyarakat muslim dan 
yang akan dibahas dalam kajian ini adalah hal yang terjadi di berbagai 
kebudayaan termasuk di mayoritas masyarakat barat pun tidak demikian. 
Pertanyaannya adalah benar atau tidakkah penyangkalan tentang kenyataan 




B. Rumusan Masalah 
Penelitian ini ditekankan pada persoalan bagaimana masyarakat 
mengfungsikan properti dalam keluarga di Indonesia. Persoalan properti di 
Indonesia meliputi mahar, kiswah, nafkah, harta gono-gini dan warisan. Dari 
hal itu kemudian muncul dua pertanyaan yang mendasar: pertama, apa mahar  
dan apa fungsinya?, kedua, bagaimana mahar difahami dan diartikan oleh 
masyarakat? Sejauhmana strata sosial mempengaruhi maksimal dan 
minimalnya nominal mahar? Sejauhmana peran wanita dalam penentuan 
mahar yang menjadi hak pribadinya? Pertanyaan-pertanyaan itu akan 
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 G. Baer, “Women and Waqf: An Analysis of the Istambul Tahrir of 1548”, Asian and African 
Law and Society, vol. 17, no. 1 (New Haven: Oxford University Press, 1983), hal. 1.  
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didiskusikan dengan mempertimbangkan hukum Islam, adat kebiasaan dan 
undang-undang tujuannya agar ketiga sumber hukum itu bisa bersinergi dan 
menempatkan hak wanita dan kewajiban laki-laki secara lebih adil. 
Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
antropologi dan sosiologi. 
C. Pembahasan 
1. Mahar dan Problem Sosial 
Sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Calon mempelai 
pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, 
bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
4
 Terkait besar 
kecilnya mahar, ditetapkanlah asas kesederhanaan dan kemudahan.
5
 Mahar 




Dalam ranah hukum Islam mahar diposisikan sebagai ungkapan 
keseriusan dan rasa cinta dari seorang laki-laki kepada perempuan. Karena 
harus disebutkan pada saat akad nikah, mahar berfungsi sebagai rekomendasi 
kebolehan memadu kasih (istimta’) antara laki-laki dan perempuan yang 
bukan mahromya.
7
 Tidak ada batasan tentang nominal minimal ataupun 
maksimal mahar.
8
 Penentuan nominal mahar yang diserahkan kepada 
masyarakat kemudian menimbulkan tujuan dari mahar itu sendiri. Mahar 
yang mahal tentu akan memberatkan calon suami dan mahar yang murah 
tentu akan memandang rendah calon istri. Mahar yang mahal akan berdampak 
pada kematangan calon suami-istri terlebih dalam soal ekonomi dan 
dimungkinkan akan menghindarkan dari problem pernikahan dini, poligami 
                                                          
4
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30 
5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31 
6 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 32 
7
 Abdurrahman bin Muhammad ‘Audh al-Jazi>ri>, al-Fiqhu ‘ala al-Mazha>hib al-Arba’ah, Vol. 
IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hal. 88. 
8
 Ibid. hal. 90-92 
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dan perceraian. Begitu sebaliknya jika mahar itu murah maka akan membuka 
peluang pernikahan dini, poligami dan meningkatnya perceraian.
9
   
Berdasarkan data angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun terus 
mengalami kenaikan. Ada empat daerah yang memuncaki tingginya angka 
perceraian di Indonesia yaitu Indramayu, Malang, Banyuwangi, dan 
Surabaya. Di Indramayu  pada tahun 2015 perkara yang masuk berjumlah 
9.498 perkara dengan rincian cerai gugat sebanyak 6.804 dan cerai talak 
sebanyak 2.692. Sedangkan pada tahun 2016 (hingga september 2016) 
perkara yang masuk berjumlah 4.377 dengan rincian cerai gugat sebanyak 
3.030 dan cerai talak sebanyak 1.347. Faktor pemicu utamanya adalah 
perekonomian, ketidakharmonisan, dan krisis akhlak. Di Malang  pada tahun 
2015 perkara yang masuk berjumlah 8.574 perkara dengan rincian cerai gugat 
sebanyak 4.092 dan cerai talak sebanyak 2.842. Sedangkan pada tahun 2016 
(hingga september 2016) perkara yang masuk berjumlah 6.059 dengan rincian 
cerai gugat sebanyak 4.092 dan cerai talak sebanyak 1.967. Faktor pemicu 
utamanya adalah ketidakharmonisan, tidak bertanggung jawab, dan 
perekonomian.  Di Banyuwangi  pada tahun 2015 perkara yang masuk 
berjumlah 8.291 perkara dengan rincian cerai gugat sebanyak 5.361 dan cerai 
talak sebanyak 2.930. Sedangkan pada tahun 2016 (hingga september 2016) 
perkara yang masuk berjumlah 3.778 dengan rincian cerai gugat sebanyak 
2.442 dan cerai talak sebanyak 1.336. Faktor pemicu utamanya adalah 
ketidakharmonisan, perekonomian dan tidak bertanggung jawab. Di Surabaya  
pada tahun 2015 perkara yang masuk berjumlah 7.701 perkara dengan rincian 
cerai gugat sebanyak 5.172 dan cerai talak sebanyak 2.529. Sedangkan pada 
tahun 2016 (hingga september 2016) perkara yang masuk berjumlah 5.484 
dengan rincian cerai gugat sebanyak 3.692 dan cerai talak sebanyak 1.792. 




                                                          
9
 Asaf Fyzee, Outline of Muhammadan Law (Delhi: Oxford University Press, 1993), hal. 133. 
Lihat juga Dowoud Sudqi el-Alimi, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World (London 
and Boston: Kluwer Law International, 1996). 
10
  infoperkara.badilag.net, diakses pada Rabu, 05 Oktober 2016 
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Mahar yang mahal akan menjadi beban bagi kalangan laki-laki ataupun 
perempuan. Keinginan mereka yang manusiawi untuk segera halal dihalangi 
dengan ketentuan yang memberatkan. Laki-laki harus bekerja keras untuk 
mapan agar bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk memenuhi mahar 
tersebut. Tidak jarang juga mereka sampai melebihi usia matang untuk 
menikah. Apalagi kondisi perekonomian yang serba sulit, lapangan pekerjaan 
yang sempit, bahan-bahan kebutuhan yang harganya terus naik menjadikan 
mereka semakin kesulitan. Fenomena memilih menjomblo sampai tua adalah 
salah satu dampak dari mahalnya mahar. Wanita yang tingkat pendidikannya 
sudah mencapai S2 atau bahkan sampai S3 akan kesulitan mendapat jodoh. 
Mahar bagi perempuan yang berpendidikan tinggi akan semakin mahal dan 
bagi laki-laki akan berfikir berkali-kali jika dia akan melamar seorang wanita 
yang berpendidikan tinggi. Dampaknya banyak wanita yang umurnya 
melewati masa produktif yang belum menikah. Tentu dampak yang kemudian 
terjadi adalah laju pertumbuhan penduduk melambat yang berefek pada 
pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.  
Mahar yang mahal hanya mungkin bisa dijangkau oleh kalangan kelas 
atas sedangkan kelas menengan ke bawah hanya bisa menjangkau mahar 
yang murah. Masyarakat kelas atas akan semakin menjauhi kelas menengah 
ke bawah. Jarak antara yang kaya dan yang miskin semakin nampak. Terlebih 
lagi dengan biaya pendidikan kuliah yang semakin tinggi yang hanya bisa 
dijangkau masyarakat menengah ke atas dengan besar kecilnya mahar 
ditentukan tingkat pendidikan maka pemerataan kualitas penduduk akan sulit 
terlaksana. Untuk melanjutkan studi S3 saja kalau tidak mendapatkan 
beasiswa, kelas menengah ke bawah tidak akan mampu untuk menjangkau 
biayanya. Integrasi sosial akan sulit terjadi dan yang terjadi justru strata sosial 
di masyarakat semakin terkotak kotak. Fungsional kemasyarakatan (societal 
functionalism) menjadi tidak berfungsi secara maksimal. 
Mahalnya mahar tidak menutup kemungkinan terjadinya sex bebas di 
kalangan masyarakat. Ketidakmampuan membayar mahar dan semakin 
terdesaknya kebutuhan biologis tentu menjadi salah satu penyebab utama 
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terjadinya hubungan bebas baik hubungan itu dilakukan dengan pasangannya 
ataupun menyewa orang lain. Potensi anak dilahirkan di luar pernikahan akan 
terjadi dan penyebaran penyakit HIV dan AIDS akan semakin masif.   
Mahar yang murah pada satu sisi akan memudahkan keinginan yang 
manusiawi untuk segera terlaksanakan.
11
 Namun di sisi yang lain mahar yang 
murah akan memberikan kesan meremehkan hak wanita, calon mempelai 
laki-laki belum memiliki kesiapan yang matang baik materi maupun mental. 
Bahkan ada anggapan bahwa dengan menikah akan membuka pintu rizki, 
karena rizkinya istri diberikan lewat suami. Hal itu yang seringkali 
menjadikan seseorang untuk memberanikan diri untuk menikah dengan 
persiapan seadanya. Akibatnya problem perekonomian akan menjadi 
tantangan yang luar biasa bagi rumah tangga yang dibangun. Lemahnya 
perekonomian keluarga juga akan berdampak pada perkembangan anak. 
Tidak jarang anak ikut bekerja membantu perekonomian keluarga. 
Pendidikan bagi anak dikesampingkan oleh para orang tua sehingga anak 
tidak mampu mempersiapkan masa depannya dengan baik. Problem 
kemiskinan secara turun temurun akan sulit untuk diputus mata rantainya. 
Bedasarkan Ikhtisar Data pendidikan dan Kebudayaan sebayak 946.013 siswa 
(dari 4.381.997 siswa lulus SD) tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Sebanyak 
68.066 siswa (dari total 25.885.053 peserta didik SD) mengalami putus 
sekolah di bangku SD. Situasi kian diperparah dengan tahun-tahun 
sebelumnya orang-orang yang hanya berijazah SD yaitu 1.422.932 orang 
pada tahun 2012/2013, 1.426.926 siswa pada tahun 2013/2014, dan 1.170.135 
siswa pada tahun 2014/2015. Jika semuanya dijumlahkan menjadi 5.034.072 
orang, mendekati populasi di Singapura yang diperkirakan berjumlah 
5.610.000 jiwa. Situasi semakin rumit dengan fakta bahwa sekarang 42,9 
persen rakyat Indonesia hanya berpendidikan SD. Akibatnya, di era 
                                                          
11
 Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukha>ri>:  
 اْلَتِمْس َوَلْو َخاََتًا ِمْن َحِديد  
Berikanlah mahar itu meskipun berupa cincin dari emas. Zakaria> bin Muhammad bin Ahmad bin 
Zakaria> al-Ans}a>ri>, Fathu al-Wahha>b bi Syarhi minhaju al-T{ulla>b, Juz II (Beirut: Da>ru al-Fikr, 
1990), hal. 65. 
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Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia berisiko mendapati jenis-jenis 




Mahar memang sepenuhnya menjadi hak seorang wanita.
13
 Wanita 
memiliki kewenangan untuk menentukan nominal mahar yang harus 
dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Wanita juga mempunyai hak penuh atas 
penguasaan mahar itu. Bagi laki-laki tidak diperkenankan menggunakan, 
memiliki kembali dan memanfaatkan mahar tanpa ada persetujuan dari pihak 
wanita. Hal yang terjadi di masyarakat wanita dihadapkan pada dualisme 
kepentingan, satu sisi wanita memiliki subyektifitas untuk menentukan mahar 
di sisi yang lain ada tuntutan masyarakat, tradisi dan gaya hidup yang 
memberikan tekanan kepada wanita dalam hal nominal mahar. Jika nominal 
mahar yang diminta oleh pihak wanita itu memang sesuai dengan kriteria 
yang berlaku di dalam masyarakat tentu masyarakat akan mendukungnya, 
namun jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat 
karena tidak sesuai dengan kriteria yang memang pantas mahar dihargai 
mahal dan ketidakpantasan mahar yang dihargai terlalu murah, maka wanita 
tetap menjadi obyek yang dipersalahkan dalam strata sosial yang berjalan. 
Jika laki-laki dihadapkan dengan mahalnya mahar yang harus dibayar maka 
tentu akan menyulitkan laki-laki untuk menikah dan jika mahar itu terlalu 
murah maka yang sering terjadi adalah pernikahan tidak dengan persiapan. 
Jika kondisinya demikian maka hal yang harus dipertimbangkan adalah 
kaidah segala sesuatu yang terasa sempit maka harus dilapangkan, dan jika 
sesuatu itu dinilai terlalu lapang maka harus diperketat lagi. Sebagaimana 
kaidah fikih: idza> dla>qa al-amru ittasa’a (ketika perkara itu sempit maka 
harus dilapangkan) wa idza> ittasa’a al-amru dla>qa (dan ketika sesuatu itu 
terlalu lapang maka harus diperketat).
14
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  Kompas, Selasa 4 oktober 2016, hal. 1 dan 15. 
13
 QS.  An-Nisa>’ (4) : 4 
14
 Imam Jala>luddin al-Suyu>t}i>, al-Asyba>h wa an-Nadha>ir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 
1990), hal. 83. 
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Mahar baik yang mahal ataupun yang murah akan mempengaruhi 
pertumbuhan demografi penduduk Indonesia. Permasalahan yang muncul 
akibat mahar yang mahal ataupun yang murah terhadap demografi penduduk 
Indonesia adalah pertama pertumbuhan penduduk akan melamban 
dikarenakan orang yang akan menikah menunggu kemapanan dan 
berpenghasilan yang lebih dan hal ini tidak jarang akan mengakibatkan orang 
akan melewati umur ideal untuk menikah. Sedangkan mahar yang murah 
akan mengakibatkan terjadinya ledakan jumlah penduduk. Dikarenakan orang 
mudah sekali untuk menikah dengan modal seadanya. Kedua dari sisi 
perekonomian mahar yang mahal menuntut orang untuk memiliki kemapanan 
sehingga laju perekonomian akan baik namun hal yang dikhawatirkan adalah 
ketika yang bersangkutan menikah melebihi usia ideal maka yang terjadi 
ketika kelak anaknya pada saatnya nanti butuh biaya untuk kuliah maka 
perekonomian keluarga akan goyah disaat orang tua sudah tua. Mahal yang 
murah akan berdampak pada laju perekonomian yang tidak sehat. Banyak 
para pekerja muda yang tingkan pendidikan dan pengalamannya masih 
rendah. Hal itu dampak dari keterpaksaan mereka untuk bekerja sebagai 
tuntutan menafkahi keluarga. Persaingan kerja akan terjadi di tataran buruh 
atau pekerja kasar yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi 
penganguran dan kemudian akan meningkatkan tindakan kriminalitas. Ketiga 
dari sisi pendidikan, mahar yang mahal akan memotivasi orang untuk meraih 
pendidikan yang lebih tinggi namun itu tidak berbanding lurus dengan mahar 
yang murah. Mahar yang murah akan berdampak pada putusnya semangat 
untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Keempat dari segi hak perempuan 
baik mahar yang mahal ataupun yang murah sama-sama berdampak pada 
dikesampingkannya hak perempuan. Mahar yang mahal akan menjadikan 
perempuan sebagai komoditas di masyarakat, sedangkan mahar yang murah 
akan menjadikan perempuan terlepas dari hak mahar yang seharusnya dia 
miliki. Kelima mahar yang mahal akan menekan seminimal mungkin perilaku 
poligami, pernikahan dini dan perceraian sedangkan mahar yang murah 
menjadikan peluang untuk poligami yang tidak resmi terbuka, pernikahan 
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dini menjadi mudah dan tanpa bebannya orang akan bercerai. Keenam  mahal 
dan murahnya mahar sama sama akan meniadakan hak perempuan. 
Perempuan hanya dijadikan sebagai obyek kesewenang-wenangan tradisi 
yang berkembang di masyarakat. Mahar yang mahal akan semakin 
menguatkan dominasi laki-laki dalam masyarakat. Sedangkan mahar yang 
murah akan berakibat pada minimnya penghargaan baik kepada laki-laki 
ataupun perempuan. 
2. Mahar dan Fungsinya 
Setelah menganalisis problem sosial yang dialamatkan kepada mahar 
maka setidaknya fungsi mahar bisa dibedakan menjadi dua kategori: fungsi 
materi (material functions) dan fungsi non-materi (immaterial functions).
15
  
a. Fungsi Non-materi (Immaterial Functions) 
Mahar setidaknya diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai 
perempuan sebagai bentuk rasa hormat dan sebagai siyal komitmen mempelai 
laki-laki untuk menikah.
16
 Lagi pula gengsi dan gaya hidup turut merombak 
idea tentang mahar. Mahar juga dipertimbangkan untuk merespon level yang 
diinginkan calon istri dan potensi finansial calon suami. Mahar yang mahal 
tentu akan menghalangi suami dari penolakan dengan cepat dan dugaan-
dugaan yang tak terpikirkan sebelumnya serta mencegah suami untuk terlibat 
dalam poligami ketika ketentuan mahar yang baru itu diperuntukan untuk 
pernikahan yang berikutnya.
17
 Fungsi-fungsi itu dimaksudkan turut 
mempengaruhi perilaku keseharian atau sebagai wadah untuk pengekspresian 
kejelasan status suami atau istri. Dengan demikian, mahar dilihat sebagai alat 
                                                          
15
 B. Aisha Lemu dan Fatima Heeren, Women in Islam (London: The Islamic Foundation, 
1978), hal.20., The Academy for Peace and Development Hargeysa, “Women‟s Right in Islam and 
Somalia Culture”, UNICEF, Desember 2002, hal. 16-17. Nadjma Yassari, “Understanding and Use 
of Islamic Family Law Rules in German Courts:The Example of the Mahr”, dalam Maurits S. 
Berger (ed), Applying Shari῾a in the West: Facts, Fears and the Future of Islamic Rules on Family 
Relations in the West (Leiden: Leiden University Press, 2013), hal. 166. 
16
  Ziba Mir-Hosseini, Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law (London: I.B. Tauris, 
2000), hal. 74. 
17
  John L. Esposito, Women in Muslim Family Law (Syracuse: Syracuse University Press, 
2001), hal. 23. 
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b. Fungsi Materi (Material Functions) 
Apalagi ada aspek materi atau ekonomi dari mahar itu yang dijadikan 
sebagai jaminan keamanan finansial ketika dibayar seketika pada saat waktu 
pernikahan dengan terjaminnya istri dari tingkat ekonomi yang mandiri dan 
memungkinkan bagi istri untuk mengembangkan properti yang dia miliki.
19
 
Hal itu juga dipertimbangkan sebagai sandaran finansial (financial cushion) 
setelah bercerai saat di beberapa negara muslim tidak ada aturan yang 
mendukung dan memihak perempuan.
20
 Hal yang dijadikan argumentasi 
bahwa mahar diartikan sebagai perimbangan (counterbalance) terkait lebih 
sedikitnya hak-hak warisan istri pada saat suami meninggal dunia. Fungsi 
yang terakhir ini secara lebih khusus terkait naiknya fenomena potensi 
poligami yang tentu pada akhirnya akan mempengaruhi berapa bagian 




3. Adat, Keluarga dan Hak-hak Perempuan atas Mahar  
Hak-hak perempuan atas mahar tidak hanya soal keidealan yang abstrak 
atau  nilai-nilai dari prinsip-prinsip hukum akan tetapi merupakan dimensi 
yang krusial terkait identitas (identity), jaminan (security) dan pemberdayaan 
perempuan (empowerment).
22
 Meskipun hal itu dibentuk oleh status 
sosialnya, tempat dimana kehidupan itu berkutat dan dinamisasi keluarga. 
Sejak awal diskusi terkait warisan, kehidupan keluarga dan politik 
kekeluargaan memainkan sebuah peranan terkait penentuan kehidupan 
perempuan dan kemampuannya untuk merealisasikan hak-hak kebendaannya.  
                                                          
18
  Ziba Mir-Hosseini, Marriage on Trial: A Study . . . ., hal. 72-83. 
19
  Lisa Wynn, “Marriage Contracts and Women’s Right in Saudi Arabia: Mahr, Shurut and 
Knowledge Distribution” dalam A. Quraishi and F.E Vogel (ed), The Islamic Marriage Contract: 
Case Studies in Islamic Family Law (Cambridge: Harvard University Press, 2008), hal. 206. 
20
  Ziba Mir-Hosseini, Marriage on Trial: A Study . . . ., hal. 73. 
21
  Asaf Fyzee, Outline of Muhammadan Law (Delhi: Oxford University Press, 1993), hal. 133. 
22
  Bina Agarwal, A Field of One’s Own: Gender and Law Rights in South Asia (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1994). 
11 
 
Kegiatan yang populer dan ilmiah terkait tipe keluarga tradisional yang 
monolitik itu diangkat sebagai bongkahan besar (badrock) masyarakat di 
Timur Tengah.
23
 Hal inilah yang kemudian menjadi ketertarikan para 
orientalis untuk mendiskusikan hukum islam dengan asumsi bahwa 
kenyataannya keluarga menganut sistem patriarkhi yang rigid.
24
 Namun, 
beberapa penelitian menjelaskan secara obyektif tentang kontruksi kalangan 
orientalis terkait tipe keluarga patriarkhi yang monolitik ini dengan tetap 
mempertimbangkan perempuan muslim sebagai anggota keluarga yang masih 
dinamis.
25
 Keluarga adalah bagian yang turut berperan dalam perubahan 
kondisi ekonomi, sosial dan politik dan keluarga juga turut memberikan 
pengaruh terkait aturan-aturannya atau secara khusus diposisikan sebagai 
intitusi kontrol sosial dalam lingkungan yang berbeda-beda.
26
 Keluarga 
merupakan perpaduan dari berbagai elemen yang masing-masing anggotanya 
memiliki pengalaman lapangan yang berbeda pula, dengan begitu 
menimbulkan berbagai macam strategi terkait perempuan yang 
memungkinkan untuk mengexpresikan perlawanan hati bahkan tidak sedikit 
yang efektif.
27
 Pengalaman perempuan muslim tentang hak-hak harta 
khususnya mahar dalam konteks hubungan keluarga dan sosio-politik 
memang kompleks dan tidak seimbang. Mahar menjadi nilai tawar menawar 
dan negosiasi baik secara implisit atau eksplisit. 
Dalam teori, akses perempuan tentang harta akan mewarnai langkah 
kehidupannya terlebih khusus lagi hak-haknya terkait mahar dan nafkah. 
Mahar adalah pembayaran yang dilakukan suami kepada istri sebagai 
konsekuensi pernikahan baik dalam bentuk uang atau properti, atau 
                                                          
23
  B. Doumani, Family History in The Middle East: Household, Property, and Gender 
(Albani: SUNY Press, 2003), hal. 4. 
24  Lihat J.N.D Anderson, “The Eclipse of the Patriarchal Family in the Contemporary 
Islamic Law” dalam J.N.D Anderson (ed), Family Law in Asia and Africa (London: George Allen 
and Unwin, 1967). 
25  A. Moors, “Debating Islamic Family Law: Legal Texs and Social Practices”, dalam 
Margaret L. Meriwether dan Judith E. Tucker (ed), Sosial History of Women and Gender in the 
Modern Middle East (Boulder, CO: Westview Press, 1999), hal. 143. 
26  J.E. Tucker, “Gender and Islamic History, Problems in the Study of Gender”, dalam M. 
Adas (ed), Islamic and European Expansion: The Forging of a Global Order (Philadelphia: Temple 
University Press, 1993), hal. 205. 
27  B. Doumani, Family History in The Middle East . . . ., hal. 16.   
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dibayarkan pada waktu mendatang dan ada juga fenomena sosial yang 
berbeda yaitu mahar dibayarkan oleh pihak pengantin perempuan kepada 
pengantin laki-laki. Pembayaran dalam bentuk uang atau barang mewah dari 
pihak keluarga perempuan kepada suami atau keluarganya. Tradisi itu telah 
terlembagakan di beberapa masyarakat islam khususnya di Asia Selatan. 
Beberapa transfer properti atau pembayaran mahar secara sosial mungkin 
lebih penting daripada pihak pemberi mahar menuruti tuntutan yang terus 
meningkat yang biasanya dilakukan oleh pihak pengantin perempuan, di 
beberapa daerah bahkan mereka menghiraukan aturan-aturan hukum Islam. 
Berbeda dengan hal itu, dalam hukum islam mahar adalah hak pemberian 
perempuan dan pada umumnya dijadikan aspek yang sangat ensensial dalam 
pernikahan tanpa perlu menjadikan sebagai persyaratan hukum sebagai 
kesahihan pernikahan.
28
 Hak-hak yang dimaksud biasanya direalisasikan 
dalam bentuk uang, hewan ternak dan hasil panen. Nilai mahar biasanya 
ditentukan oleh standar sosial-ekonomi dari kondisi pesta pernikahan. 
Mahar itu hak gunanya mutlak dimiliki istri bahkan mungkin istri boleh 
saja tidak memanfaatkannya. Salah satu cara yang  perempuan dapat berkuasa 
atas dirinya adalah melalui hak-hak islam atas mahar yang masuk akal tanpa 
tanpa ketakutan atas konsekuensi sosial. Namun, ada variasi yang perlu 
diperhatikan terkait jumlah dan model pembayaran. Perempuan bisa saja 
melakukan hak penuhnya terkait mahar kepada suaminya terkait perjanjian 
yang sudah dibuat agar suami membayar mahar yang sudah dispesifikasi. 
Perempuan juga bisa memberikan sebagian mahar sebagai hadiah kepada 
suami ataupun kepada orang lain. Memang jarang sekali hak mahar ini 
sampai diajukan di pengadilan. Namun, posisi mahar tetap saja penting, 
khususnya ketika tidak ada solusi terkait pernikahan yang terancam akan 
bercerai, mungkin bisa menjadi solusi untuk meredam perceraian. Ketika 
negosiasi yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak menemui jalan 
buntu dan suami dengan niat bulat ingin menceraikan istrinya (cerai talak) 
                                                          
28
  J.J. Nasir, The Islamic Law of Personal Status (London and New York: Kluwer Law 
International, 2002), hal. 53-54. 
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maka mahar dalam hal ini harus dibayar lunas. Dalam hal ini istri tidak 
seperti suami karena suami berhak penuh atas cerai talak. Jika istri yang ingin 
mengajukan cerai atau istilahnya khulu’/cerai gugat, tentu dia akan 




Poin penting terkait sejarah mahar harus diposisikan sebagai bagian yang 
sangat penting tentang harta kekayaan perempuan. Tucker mengindikasikan 
bahwa rekam kepemilikan di Nablus Palestina selama abad 18 dan 19 
mengesankan bahwa perempuan memperoleh hak kekayaan mahar tepat pada 
saat menikah dan nominalnya berkisar 15-20 % dari harta kekayaannya 
perempuan kelas menengah ke bawah pada saat meninggal.
30
 Namun, 
penelitian yang dilakukan di pedesaan Banglades oleh Shahnaz Hurda 
menemukan kurangnya kesadaran hak-hak mahar dalam Islam yang tidak 
jarang ditampilkan sebagai janji yang suami sedikit kemungkinan untuk 
memenuhinya.
31
 Di masyarakat Palestina sudah terindikasi terjadi penurunan 
terkait pentingnya mahar sebagai institusi sosial. Naiknya harga tanah sejak 
tahun 1960 telah memberikan dampak bahwa biaya pokok untuk membangun 
keluarga baru terkait kesiapan hunian bagi kedua pasangan baru menjadi 
alasan untuk tidak membayarkan mahar kepada istri.
32
 Tidak sedikit rumah 
yang dibangun atau dibeli dengan menggunakan harta suami. Efek yang lain 
dari terus melonjaknya harga tanah adalah terbatasinya kemampuan 
perempuan untuk membeli tanah dengan kekayaan maharnya. Di era sekarang 
para perempuan Palestina memanfaatkan mahar untuk membantu usaha 
suami, pembiayaan untuk bekerja di berbagai tempat atau juga untuk 
membangun rumah. Selain pemberian mahar, perempuan juga bisa 
                                                          
29
 Dowoud Sudqi el-Alimi, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World (London 
and Boston: Kluwer Law International, 1996). 
30
  J.E. Tucker, Women in Ninetennth Century Egypt (Cambridge: Cambridge University, 
1985). 
31
  Shahnaz Hurda, “Born to be Wed: Bangladeshi Women and the Muslim Marriage 
Contract”, Disertasi tidak diterbitkan, University of East London, 1996. 
32
  A. Moors, Women, Property, and Islam: Palestinian Experience 1920-1990 (New York: 
Cambridge University Press, 1995) 
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4. Mahar: Antara Fikih, KHI dan Pemahaman Masyarakat 
a. Mahar Dalam Kajian Fikih 
1) Pengertian dan Batasan-batasan Mahar 
Pada umumnya, mahar diartikan sebuah ketentuan yang sah dari 
hukum perkawian Islam yang berisi tentang aset moneter yang bernilai 
yang suami berikan kepada istri saat awal pernikahan.
34
 Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia mahar diartikan pemberian wajib berupa uang 
atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika 
dilangsungkan akad nikah.
35
 Dalam ranah kitab fikih istilah yang 
digunakan adalah s}ada>q yang diartikan sebagai sesuatu yang wajib 
diberikan sebab pernikahan atau persetubuhan. Disebut demikian karena 
sebagai bentuk keseriusan untuk melaksanankan pernikahan yang 
kemudian menjadi hukum asal wajibnya memberikan s}ada>q bagi laki-laki. 
Istilah s}ada>q ataupun mahar sebenarnya sama, namun penyebutan pada 
saat akad nikah menggunakan s}ada>q dan pada saat di luar akad dengan 
mahar.36  Ada sepuluh nama lain dari mahar yaitu mahar, s}ida>q, s}adaqah, 
nih}lah, ajrun, fari>dlah, h}iba>’, ‘uqrun, ‘ala>’iq, t}aul, dan nika>h}.37 
Mahar dalam pernikahan itu bukan rukun dan bukan juga syarat. 
Namun keberadaannya wajib ada saat akad pernikahan dilangsungkan. 
Mahar adalah konsekuensi (atsar) dari beberapa konsekuensi akibat 
pernikahan. Sehingga kesimpangsiuran dan ketidakjelasan mahar harus 
dihilangkan dengan dalih bahwa maksud pernikahan itu sebagai upaya 
menyambung tali silaturahmi (was}lah) dan kebahagiaan suami istri 
                                                          
33
  Siraj Sait dan Hilary Lim, Land, Law & Islam: Property & Human Rights In The Muslim 
World (London & New York: Zed Books, 2006), hal. 140. 
34
 Lihat O. Spies, „mahr‟ dalam: C.E. Bosworth (ed.), Encyclopaedia of Islam, Vol. 6, 
Leiden: E.J. Brill, 1991, hal. 78-80. 
35
 Software KBBI 
36
 Zainuddi>n Ahmad bin ‘Abdu al-Azi>z al-Mali>ba>ri>, Fath al-Mu’i>n bi Syarhi Qurrati al-‘Ain 
bi Muhimma>ti al-Di>n (Beirut: DKi, 2008), hal. 188. 
37
  Wahbah al-Zuhaili>, Mausu>’ah al-Fiqh al-Isla>m. . . , hal. 347. 
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(istimta>’).  Akad yang sudah terjadi dengan tanpa adanya mahar akan tetap 
sah namun telah disepakati ulama bahwa istri masih memiliki hak penuh 
atas mahar tersebut. Meskipun demikian jika suami dan istri itu sepakat 
untuk meniadakan mahar ataupun maharnya berupa barang-barang yang 
tidak dilegalkan oleh syara’ pada saat akad, menurut mayoritas ulama 
akadnya tetap sah. Berbeda ketika pada saat akad antara suami dan istri 
tidak menyepakati ketiadaan mahar namun mahar tidak ada dalam akad 
maka setelah terjadi persetubuhan atau meninggalnya suami, istri memiliki 
hak penuh untuk menuntut mahar mitsil. Dari kalangan Malikiyyah 
berpendapat bahwa jika suami-istri itu bersepakat untuk menggugurkan 
mahar maka rusaklah pernikahannya.
38
 
Tidak ada batasan yang pasti terkait jumlah maksimal nominal dari 
mahar itu. Karena memang tidak ada dalil yang secara s}a>rih} menjelaskan 
nominalnya.
39
 Memang yang biasanya menjadi ukuran maksimalnya 
mahar adalah pendapat ‘Umar bin al-Khat}t}a>b yang melarang nominal 
mahar melebihi 400 dirham. Umar memberikan arahan agar mahar yang 
diberikan tidak lebih dari 400 dirham. Jika melebihinya maka kelebihan 
itu oleh umar diwajibkan untuk disererahkan ke baitu al-ma>l. Namun 
pendapat Umar itu kemudian ditarik kembali sebab mendapat koreksi dari 
salah wanita dari kalangan Quraish. Umar kemudian menarik kembali 
pendapatnya dan mempersilahkan bagi ingin memberikan mahar lebih 
dari 400 dirham.  Namun yang menjadi anjuran adalah supaya mahar itu 
tidak dalam jumlah nominal yang terkesan berlebih-lebihan/jumlahnya 
fantastis (mugha>la>h).  Pernikahan yang paling membawa keberkahan ialah 
pernikahann yang biayanya mempermudah dan perempuan yang rela akan 
kemudahan mahar bagi suami adalah wanita yang sangat mulia. Dengan 
begitu para pemuda-pemudi dimudahkan untuk menikah dan akan 
terhindar dari kerusakan moral dan sosial yang parah. Umar juga 
menegaskan bahwa meskipun tidak ada batasan maksimalnya bagi 
                                                          
38
  Ibid,. Hal. 249-250 
39
  Lihat Q.S. (4): 20 
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seorang laki-laki yang memberikan mahar kepada wanita dengan jumlah 




Batas minimal mahar di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. 
Kalangan H}anafiyyah membatasi 2 dinar atau setara 10 dirham karena 
diqiaskan kepada batasan minimal pencuri dijatuhi hukuman potong 
tangan.  Kalangan H}anafi berpendapat bahwa anjuran nabi tentang mahar 
itu boleh berupa cincin dari besi itu dalam situasi mahar yang disegerakan 
atau pernikahan yang mendesak untuk dilaksanakan. Sedangkan kalangan 
Malikiyyah berpendapat bahwa mahar minimal adalah seperempat dinar 
atau setara 3 dirham atau dari barang-barang yang senilai dengan itu yang 
suci barangnya baik berupa hewan ternak, dan barang itu bisa diambil 
kemanfaatannya bukan seperti alat-alat musik. Mahar juga harus jelas 
baik ukuran, jenis, sifat, dan tunainya. Sedangkan bagi kalangan 
Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat tidak ada batasan minimal mahar. 
Mahar boleh saja diberikan dalam jumlah sedikit ataupun banyak. 
Asalkan mahar itu termasuk barang yang memiliki nilai jual (qi>mah) jika 
tidak maka bukanlah mahar.
41
 
2) Macam-macam Mahar dan Konsekuensinya 
Mahar terbagi menjadi dua yaitu mahar yang disebutkan (al-mahru 
al-musamma>) dan mahar yang disamakan (al-mahru al-mitsl). Al-Mahru 
al-musamma> adalah mahar yang disebutkan baik pada saat akad ataupun 
setelahnya dengan kesepakatan baik dengan kesepakatan dengan jelas 
disebutkan pada saat berlangsungnya akad atau diwajibkan setelah akad 
dengan kesepakatan dengan istri atau disahkan oleh hakim. 
Berbilangnya mahar ini oleh suami harus disebutkan saat akad dengan 
nominal yang menjadi tradisi (‘urf) di wilayah istrinya itu. Hal ini 
didukung dengan kaidah al-ma’ru>f baina al-na>s ka al-masyru>t} fi al-‘aqd 
lafdhan (nominal mahar yang jumlahnya sudah menjadi rahasia umum di 
                                                          
40
  Wahbah al-Zuhaili>, Mausu>’ah al-Fiqh al-Isla>mi>. . . , hal. 350-351. 
41
  Ibid,. Hal. 352. 
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kalangan masyarakat sepertinya juga dipersyaratkan untuk disebutkan 
saat akad). Kalangan Malikiyyah menguatkan dengan pendapat bahwa 
ketentuan nominal mahar baik yang sudah ditentukan jauh-jauh hari 
ataupun pada saat berlangsung harus disebutkan meskipun itu tidak 
menjadi syarat atau juga ketentuan itu sudah direkomendasi oleh 
walinya saat sebelum akad.
42
  
Sedangkan untuk al-mahru al-mitsl ketentuan batasan-batasannya 
para ulama terbagi menjadi tiga golongan. Kalangan Hanafiyyah 
menentukan bahwa penyamaan nominal al-mahru al-mitsl-nya istri pada 
saat akad bersifat patrilineal yakni saudara dari garis ayah jika memang 
sang ibu berlainan suku dengan ayah. Persamaan yang dimaksud harus 
selaras dengan sifat-sifat yang diutamakan secara adat yakni tingkat 
kekayaan atau keterpandangan, kecantikan, umur, tingkat pendidikan 
dan kualitas keagamaan. Tentu nominal mahar akan berbeda di masing-
masing daerah. Bertambahnya nominal mahal berbanding lurus dengan 
kondisi wanita itu baik dari kedudukan sosialnya, kecantikannya, 
tingkat pendidikannya, kualitas keagamaannya dan umur mudanya. 
Penyamaan mahar di kalangan perempuan wajib mempertimbangkan 
sifat-sifat itu supaya kewajiban itu tidak mengurangi kehormatan wanita 
yang semisalnya. Jika sifat-sifat itu tidak ditemukan dari keluarga 
bapaknya maka yang dijadikan pegangan adalah keluarga besar ayahnya 
dalam lingkup masyarakat. Kalangan Hanabilah berpendapat bahwa al-
mahru al-mitsl itu harus diukur dari semua anggota keluarga baik dari 
ayah ataupun ibu (bilateral). Jika di kalangan keluarganya mahar itu 
dipermudah maka harus juga memudahkan. Jika di kalangan adatnya 
menyebutkan nominal mahar yang besar yang bukan termasuk 
penyempurnaan maka tidak perlu dipermasalahkan (wujuduhu ka 
‘adamihi). Jika dalam tradisinya menangguhkan mahar maka harus juga 
ditangguhkan. Jika tidak ada tradisi penangguhan maka harus kontan. 
                                                          
42
 Ibid,. Hal. 360-361. 
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Jika dalam tradisi terjadi perselisihan baik dari segi nominal dan 
penyerahannya maka dikomunikasikan dan dipilih yang menetralkan. 
Kalangan Malikiyyah dan Syafi’iyyah memberikan batasan al-mahru al-
mitsl ketentuannya menurut adat kebiasaan. Kalangan Syafi’iyyah 
mengukur al-mahru al-mitsl dengan maharnya perempuan-perempuan 
as}oha>t garis matrilineal yakni saudara perempuannya, keponakan 
perempuan dari saudara perempuannya, bibi dari ibu, dan anak 
perempuan bibi dari ibu. Kalangan Malikiyyah berpandangan bahwa 
standar al-mahru al-mitsl kerabat dekat istri baik saudara sekandung 
atau seayah bukan pada ibu atau saudara perempuan kakek dari ibu 
(jalur matrilineal). Karena keduanya terkadang dari suku yang lain.
43
 
3) Pihak-Pihak yang Berhak atas Mahar 
Ada empat pihak yang berhak atas mahar tersebut. Keempat itu 
kemudian dikelompokkan menjadi dua yakni pertama, tiga pihak 
menempati posisi hak mahar ketika akad nikah (h}a>lata al-ibtida>’) dan 
kedua, satu pihak menempati posisi hak mahar sejalan berlangsungnya 
pernikahan (h}a>lata al-baqa>’).44 
Kelompok pertama meliputi hak Allah, hak calon istri, dan hak wali. 
Hak Allah dalam hal ini adalah kewajiban mahar sebagai dampak (atsar) 
dari akad nikah. Sebagaimana kadar ukurannya telah disinggung oleh 
para imam mazhab empat. Saat akad nikah mahar tidak disebutkan maka 
bukan berarti mahar menjadi tidak ada akan tetapi mahar dinilai menjadi 
mahar mistl yang ukurannya juga sebagaimana yang dijelaskan di awal. 
Adapun hak calon istri adalah kepemilikan mahar pada saat dia 
menerima serah terima mahar itu. Calon istri yang sudah layak menikah 
dan tidak dipaksa memiliki hak menggugat (haq al-i’tira>dh) kepada calon 
suaminya ketika mahar yang ia terima tidak sesuai dengan kesepakatan 
awal atau tradisi yang telah disepakati. Sehingga seorang ayah yang 
menikahkan anak perempuannya yang masih gadis akan batal sebab tidak 
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jelasnya mahar itu. Oleh karena itulah haq al-i’tira>dh ini mutlak dimiliki 
oleh istri ketika mahar yang didapat tidak sesuai dengan umumnya 
sebagaimana pendapat kalangan Syafiyyah. Adapun bagi wali menurut 
kalangan Hanafiyyah berhak untuk ikut menentukan mahar yang lebih 
daripada umumnya. Seandainya anak perempuan yang masih gadis dan 
sudah dewasa serta berpendidikan kemudia menikah tanpa ada wali 
maka pada saat wali mengetahui bahwa mahar yang diterima anaknya 
tidak sesuai dengan apa yang sudah umum, wali boleh menggugat mahar 
itu dan baginya boleh menuntut pembatalan pernikahan. Kesepakatan 
istri memang mengugurkan haknya tapi tidak pada hak walinya (ridla> al-
mar’ah bi isqa>t}i haqqiha> la> yasqut}u haqqa wali>ha>). Jika pernikahan itu 
maharnya sesuai dengan penilaian pada umumnya maka gugurlah hak 
pembatalan (haqqu al-faskh). 
Adapun kelompok kedua yakni hak istri sejalan dengan 
berlangsungnya pernikahan  (h}a>lata al-baqa>’). Mahar menjadi 
kepemilikan istri yang otentik yang tidak seorangpun yang juga berhak 
memiliki. Istri berhak untuk menggunakan dan membelanjakan mahar 
sesuai dengan keinginannya. Istripun juga memiliki hak untuk 
membebaskan suami dari mahar bahkan menghadiahkan kepadanya.
45
 
b. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang mencoba 
untuk mengkodifikasi aturan-aturan terkait Hukum Keluarga Islam. Setelah 
kemerdekaan, Indonesia memulai dengan aturan no. 22 tahun 1946 tentang 
pendafataran nikah, talak dan rujuk yang masih berlaku di pulau Jawa. 
Namun dengan adanya peraturan no. 32 tahun 1954 maka seluruh wilayah 
Indonesia harus melaksankan ketentuan nikah, talak dan rujuk. 
Perkembangan yang cukup signifikan terkait peraturan hukum Islam terjadi 
pada tahun 1974 dengan adanya UU. No. 1 Tahun 1974 yang isinya 
mencakup ketentuan pernikahan yang cukup luas dan lengkap. Merasa kurang 
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cukup aturan yang hanya membahas tentang pernikahan, maka pemerintah 
pada tahun 1991 mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) terkait Kompilasi 




KHI menempatkan aturan mahar pada bab V pasal 30-38. Dalam 
ketentuannya sebagaimana dimengerti bahwa pembayaran mahar dibebankan 
kepada kepada calon suami yang jumlah, bentuk dan jenis disepakati oleh 
kedua belah pihak. Ketentuan mahar yang dimaksud harus berdasarkan asas 
kesederhanaan dan kemudahan. Mahar yang sudah diserahkan kemudian 
menjadi hak pribadi seorang istri. Mahar bisa juga tidak diserahkan secara 
langsung dan bisa juga tidak diserahkan secara keseluhuran atas kesepakatan 
istri dan itu menjadi tanggungan suami. Jika terjadi perceraian qabla dukhul 
suami hanya membayar mahar separo dan apabila suami meninggal dan 
mahar belum ditetapkan maka suami membayarkan mahar misl. 
c. Mahar di Kalangan Masyarakat 
Di kalangan masyarakat istilah yang pada umumnya digunakan adalah 
mahar. Namun di kalangan masyarakat tertentu ada istilah lain yang dijadikan 
penyebutan untuk istilah mahar itu sendiri. Seperti masyarakat Aceh 
menyebut jinamee, di Minahasa menyebut hook, di daerah Melayu dikenal 
dengan sebutan uang antaran yang artinya pengikat, di Jawa menyebut tukon, 
pasok tukon, srakah, atau sasrahan. Suku Bugis di Bulukumba menyebut 
dengan istilah Sompa atau Sunrang,
47
 masyarakat Kota Waringin Barat 
menyebut dengan istilah palaku,
48
  Masyarakat Batak Toba menyebut 
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Selain perbedaan penyebutan mahar di berbagai daerah di Indonesia, hal 
yang sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat adalah nominal 
mahar. Tingkat strata sosial yang meliputi gelar bangsawan, ketokohan, dan 
tingkat pendidikan menjadi penentu berapa nominal untuk mahar yang harus 
dibayar seorang laki-laki untuk seorang perempuan.
50
 Para laki-laki kelas 
menengah ke bawah tentu akan merasa keberatan dengan jumlah nominal 
mahar yang harus mereka keluarkan. Mahar yang harus dikeluarkan dari 
puluhan juta hingga ada yang sampai mencapai setengah milyar. 
Sebagaimana pernikahan Adam Masse dengan Indar Desrianti, wanita asal 
desa Batukaropa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi 
Selatan dengan uang maharnya (panaik) Rp 505 juta, uang sepupu Rp 10 juta, 
kerbau sebanyak dua ekor dengan harga Rp 40 juta, dan ditambah mahar 5 
hektar tanah.
51
 Di Aceh nominal mahar berkisar antara 3-25 mayam. Mayam 
adalah satuan ukuran berat emas 1/16 bungkal. Pada tanggal 13 Juli 2016 
harga emas di Banda Aceh hamper Rp 1. 900.000 juta/mayam tepatnya 
566.000/gram, sehingga permayam Rp 1.884.780 (satu mayam setara 3,33 
gram).
52
 Jika nominal mahar di Aceh berkisar 3-25 mayam maka minimal 
mahar berkisaran 3 x Rp 1.884.780 = Rp 5.654.340 dan bisa sampai Rp 
47.119.500 jika diminta 25 mayam. 
Di kalangan masyarakat Jawa nominal mahar tidak seperti yang 
diterapkan di beberapa daerah di luar Jawa. Umumnya mahar berupa 
seperangkat alat sholat yang kisarannya tidak melebihi Rp 500.000 atau jika 
dalam bentuk uang biasanya tidak sampai melebihi Rp 5.000.000. Sama 
halnya dengan tradisi di kalangan masyarakat Madura yang nominal 
maharnya termasuk yang sangat terjangkau. Seperti maharnya Moh. Barmawi 
(warga Desa Karangsemanding, Kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember) 
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kepada Laila Albarmawi (warga Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, 
Kabupaten Jember) hanya berupa uang Rp 20.000.
53
 
5. Mahar Sebagai Kontrak Sosial dan Alat Negoisasi 
Untuk menjawab beberapa kegelisahan akademik yang telah saya ajukan 
di latar belakang masalah, saya menggunakan teori fungsional struktural. 
Mahar menempati posisi yang signifikan dalam struktur kemasyarakatan. 
Sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat bahwa mahar itu turut 
menentukan strata sosial dan dinamikan sosial. Masyarakat sebagaimana 
pendapat Comte adalah organisme yang hidup tentu memberikan arti bahwa 
mahar adalah salah satu bagian dari masyarakat itu. Jika ada ketimpangan 
dalam mahar maka tentu berefek pada ketidakstabilan dalam sistem dan 
berakibat pada timbulnya masalah-masalah kemasyarakatan. Sehingga 
masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian 
yang saling bergantung satu sama lain.
54
 Kedudukan mahar menjadi tumpuan 
hubungan antara laki-laki, antara perempuan, antara keluarga dengan 
keluarga, antara suku dengan suku dan khususnya antara laki-laki dan 
perempuan. 
Fungsi mahar baik fungsi material maupun non-materi harus tetap dijaga 
yang diberlakukan seluruhnya. Dengan adanya fungsi mahar tersebut 
kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh pihak-pihak baik laki-laki atau 
perempuan maupun masyarakat akan menjadikan kondisi normal dan 
langgeng. Jika fungsi mahar itu tidak dapat dimaksimalkan maka akan timbul 
kondisi yang bersifat patologi. Suatu depresi yang parah dapat 
menghancurkan sistem politik, mengubah sistem keluarga dan menyebabkan 
perubahan dalam struktur keagamaan. Lebih jelasnya dampak patologi dari 
tidak maksimalnya fungsi mahar adalah maraknya poligami terselubung, 
pernikahan di bawah umur, baik perempuan atau laki-laki sulit untuk 
menikah, masalah demografi penduduk, masalah pendidikan anak, 
pengangguran dan pada puncaknya mengarah kepada retaknya hubungan 
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suami-istri, timbulnya perceraian, dan masalah-masalah keluarga itu menjadi 
celah terjadinya kekacauan sosial. Oleh karena itulah keadaan patologis itu 
harus dihindari dengan cara menjaga fungsi mahar dengan seutuhnya. 
Hubungan suami-istri semakin harmonis, hak-hak perempuan terpenuhi, 
anak-anak mendapatkan hak-haknya dengan maksimal, demografi penduduk 
bisa terkontrol dan kesejahteraan yang merata. Itulah equilibrium atau suatu 
sistem yang seimbang di dalam masyarakat. 
Dalam pikiran Robert Merton sasaran studi fungsi mahar antara lain 
adalah peran sosial dari mahar, mahar mempengaruhi pola institusional, 
proses sosial yang terjadi terlebih pada saat penentuan nominal mahar, pola 
kultur yang terbentuk dalam menyikapi mahar, emosi yang terpola secara 
kultur, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan 
untuk pengendalian sosial.
55
 Fungsi mahar dalam masyarakat meliputi 
postulat kesatuan fungsional (functional unity), postulat fungsionalisme 
universal (universal functinalism) dan postulat kepokokan 
(indispensability).
56
 Fungsi mahar baik yang material maupun yang non-
material merupakan satu kesatuan fungsi yang menjadi dasar fungsi 
universalitas mahar.  
Menurut Merton, fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi 
yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem 
tertentu (those observed consequences which make for adaptation or 
adjustment of a given system).
57
 Adaptasi dan penyesuaian bagi Merton 
memang berdampak positif sehingga perlu juga memperhatikan faktor-faktor 
yang berdampak negatif. Fungsi mahar tentu harus menyesuaikan dengan 
sistem yang ada di dalam masyarakat. Adat kebiasaan yang terjadi di 
masyarakat tentu membuat fungsi kepokokan (indispensability) mahar 
mengalami adaptasi atau penyesuaian. Adaptasi itu tentu berdampak positif 
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dan seringkali berdapak negatif. Jika fungsi mahar tidak berjalan 
sebagaimana mestinya maka yang akan terjadi adalah disfungsi (dysfunction). 
Disfungsi terjadi jika sistem yang telah berjalan tidak normal seperti 
biasanya. Tentu hal itu disebabkan oleh hal-hal. Hal-hal itulah posisinya 
disfungsi dalam sistem itu. Merton juga menambahkan tentang istilah 
nonfungsi (nonfunctions) yang diartikan sebagai konsekuensi-konsekuensi 
yang dipertimbangkan tidak relevan untuk sistem (consequences that are 
simply irrelevant to the system under consideration). Untuk mengimbangi hal 
itu Merton kemudian mengembangkan konsep net balance. Memang tidak 
mudah untuk menyeimbangkan antara fungsi positif (positive functions), 
disfungsi (disfunction) dan obyektif (objectively). Untuk memudahkan 
menyeimbangkannya Merton kemudian menambahkan tentang signifikansi 
(significance) dengan begitu memudahkan untuk analisis pemilahan level dari 
fungsi-fungsi yang ada (levels of functional analysis).
58
  
Jika mahar tidak berfungsi maka yang harus dilakukan adalah melihat 
kembali apakah ada fungsi-fungsi mahar yang tidak relevan untuk diterapkan. 
Jika ditemukan maka yang kemudian dilakukan adalah melakukan 
penyeimbangan dari fungsi positif, disfungsi dan obyektif dari mahar itu. 
Dalam hal ini signifikasi fungsi mahar menjadi penting. Konsep “fungsi nyata 
mahar” (manifest functions) dan “fungsi tersembunyi mahar” (latent 
functions) menjadi penting untuk mengarahkan signifikasi mahar tersebut. 
Manifest function diartikan sebagai fungsi yang diniatkan (intended) dan 




 Permasalahan mahar dalam lingkup masyarakat di Indonesia meliputi 
bagaimana masyarakat memahami mahar itu sendiri yang ternyata di tiap 
daerah memiliki perbedaan dalam pemahaman. Perbedaan ini meliputi apa 
yang menjadi dasar nominal besar kecilnya mahar, apakah perempuan juga 
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memiliki andil dalam penentuan itu, siapa saja pihak yang memiliki hak 
dalam kepemilikan mahar itu, apakah perempuan punya hak penuh atas 
mahar itu atau ada pihak-pihak keluarga yang juga memilikinya. Bagaimana 
hubungan ketentuan adat, fikih, dan undang-undang yang ada di Indonesia 
terkait mahar itu ? Pertanyaan-pertanyaan itu coba dijawab dengan beberapa 
bantuan teori-teori yang digunakan. Untuk menjawab posisi mahar maka 
digunakanlah teori fungsional struktural. Mahar memiliki fungsi materi dan 
fungsi non materi. Jika kedua fungsi ini tidak tercapai dengan baik maka yang 
akan terjadi kondisi patologi. Sehingga untuk mengembalikan fungsi mahar 
harus dilakukan pemilahan fungsi yang relevan dan yang tidak relevan. Pada 
poin inilah penelitian ini penting, karena untuk mengembalikan fungsi mahar 
itu diperlukan kesinergian sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia. 
Sebab pada faktanya antara teori dan praktek, antara peraturan dan penerapan, 
dan antara undang-undang dan realitas yang terjadi di masyarakat tidak 
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